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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Signalling Theory 

Teori ini digunakan untuk menjelaskan tujuan diungkapkannya CSR bagi perusahaan. 

Teori ini menyatakan bahwa pengungkapan yang lebih informatif dan terbuka bertujuan 

untuk memberikan sinyal atau mempromosikan sesuatu dari perusahaan, sehingga 

orang-orang akan menilai perusahaan lebih baik dari perusahaan lainnya (Sidik dan 

Reskino, 2016).  Sinyal (sign) sendiri berarti sebuah peringatan, simbol, ataupun tulisan, 

yang ditampilkan secara terbuka (publicly displayed) untuk memberikan informasi atau 

mempromosikan sesuatu dengan tujuan menyampaikan pesan atau pertanda dari simbol 

atau tulisan tersebut (Sholastic Distionary, 2011).  

Menurut Drever et al. (2007) dalam Sidik dan Reskino (2016), signalling theory  

memandang bahwa pengungkapan yang informatif dapat membawa perusahaan pada 

nilai yang lebih baik. Kegagalan dalam memberikan pengungkapan yang dimaksud 

akan menjadikan perusahaan teridentifikasi sebagai perusahaan rata-rata yang sama saja 

dengan perusahaan lain atau perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan. Hal 

tersebut tentunya menjadi motivasi bagi perusahaan besar dalam mengungkapkan 

inisiatif CSR, dengan harapan perusahaan menerima respon yang baik yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaannya di pasar. 

2.2 Shari’a Enterprise Theory (SET) 

Teori ini digunakan untuk memahami stakeholder perusahaan dalam perspektif 

agama Islam. Teori ini menyatakan bahwa stakeholder perusahaan tidak hanya 

manusia dan alam sekitarnya, tetapi juga Tuhan. Tuhan adalah pusat 

pertanggungjawaban terakhir dari segala aktivitas di dunia (Triyuwono, 

2007).Oleh karena itu, urgensi CSR dalam perspektif teori ini adalah sebagai 

bentuk pertanggungjawaban manusia atas semua yang telah diberikan oleh 

Tuhannya, agar kelak manusia dapat kembali kepada Tuhannya dalam keadaan 
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fitrah. Menurut Khursid et al. (2014) dalam Sidik dan Reskino (2016) manusia 

akan 

memikul tanggung jawab dari perbuatannya masing-masing di hari akhir 

sebagaimana yang disebutkan Al Quran dalam surat Al Israa (17:13-14): “Dan 

tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana 

tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat 

sebuah kitab yang dijumpainy terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri 

pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu”. 

Gambar 2.1  

Stakeholder menurut Shari’a Enterprise Theory (SET) 

 

 

 

 

Sumber : Triyuwono (2007) dalam Sidik dan Reskino (2016) 

2.3  Kinerja Perusahaan 

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran dari prestasi yang dicapai 

bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, 

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. 

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu 

periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas bank (Jumingan, 2011) dalam Fauzi (2016). 

 

Kinerja keuangan perbankan merupakan elemen penting dalam mengukur tingkat 

keberhasilan good corporate governance. Melalui penilaian kinerja keuangan, 

manajer dapat menentukan struktur keuangan perusahaan lebih baik. Seiring 

dengan semakin meningkatnya kebutuhan informasi keuangan khususnya sebagai 

Tuhan 

Manusia Alam 



17 
 

penilaian kinerja keuangan, alat pengukur kinerja perusahaan dalam penelitian ini 

menggunakan profitabilitas yang terdiri dari Return of Asset (Fauzi, 2016).  

 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang 

ada di dalam laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat 

dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat 

perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau 

kenaikan, sekaligus mencari penyebab perusahaan tersebut (Kasmir, 2016). Rasio 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga Operating Ratio 

(Harahap, 2013). 

 

Ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. Para investor dan 

kreditor sangat berkepentingan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba karena investor dan kreditor melihat laba perusahaan untuk 

dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 

yang dimaksud seperti bagi investor menjadikan informasi keuangan tersebut 

sebagai dasar pertimbangan untuk menanamkan atau tidak menanamkan modal 

pada perusahaan tersebut dan bagi kreditor untuk memutuskan apakah akan 

menambah pinjamannya, menangguhkan pinjaman berikutnya, atau bahkan 

menarik pinjamannya yang telah diberikan pada suatu perusahaan. Salah satu 

teknik dalam analasis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis 

rasio keuangan merupakan instrumen analisis perusahaan yang menjelaskan 

berbagai perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan 

membantu menggambarkan pola perubahan tersebut untuk kemudian 
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menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan (Iqtishodia, 2015) dalam (Lestari, 2018).  

Menurut Harianto (2017) pemilihan ROA sebagai proksi dari kinerja keuangan 

suatu perusahaan karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan  secara keseluruhan. Baskoro 

(2014) mengemukakan hasil bahwa  Return On Asset  (ROA) yaitu rasio yang 

mengukur kemampuan Bank di dalam memperoleh laba dan efisiensi secara 

keseluruhan. Adapun rumus  mencari ROA adalah sebagai berikut (Hanafi & 

Halim, 2014:158) dalam Khusnawati (2017). 

 

Metode perhitungan kinerja perusahaan yang akan digunakan peneliti adalah 

sebagai berikut:  

-Return On Assets (ROA)  

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio untuk mengukur kinerja 

perusahaan, yaitu merupakan perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata 

total aktiva. Penulis akan menghitung ROA dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

  

 

 

 

Menurut Ibnu Himawan (2017) pemilihan ROA proksi dari Kinerja Perusahaan 

karena ROA dianggap sesuai dalam mencerminkan usaha perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki. 

2.4 Pelaporan Zakat Perusahaan 

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim 

yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang 

telah mencapai nisab. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Al-

Quran, As-Sunah, dan konsensus (ijmak) ulama (Nurhayati & Wasilah, 2011). 

Dalam pandangan Islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, 

sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat 

ROA = LABA BERSIH 

              TOTAL ASET 
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sementara, dimana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sebagai pihak 

yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak 

dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, baik dalam perolehan, pendayagunaan 

maupun penyaluran/penggunaannya. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah 

terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan 

tentang zakat. Secara sederhana, zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya 

kepaa si miskin karena di dalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin. 

Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsu sebagai perwujudan ketaatan 

kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat 

manusia (Nurhayati & Wasilah, 2011). 

Secara umum, fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi (M.A. 

Manna, 1993). Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan 

hati si kaya, sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan 

kemiskinan dari masyarakat. Dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan 

kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib 

kaum muslimin untuk pembendaharaan negara.Besarnya peranan zakat bagi umat, 

telah disadari pula oleh negara, termasuk di Indonesia yang telah memberlakukan 

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah 

menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan 

tanggung jawab, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat 

dapat terpecahkan (Nurhayati & Wasilah, 2011). 

A. Syarat dan Wajib Zakat 

(Nurhayati & Wasilah, 2011) Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut: 

1. Islam, berarti mereka yang beragam Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, 

berakal sehat atau tidak. 

2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan 

dan menjalankan seluruh syariat Islam. 

3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan 

cukup haul. 



20 
 

B. Hikmah Zakat 

(Nurhayati & Wasilah, 2011) Secara umum hikmah zakat adalah seperti berikut: 

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu’afa (si 

miskin). Melalui menolong, membantu, membina, dan membangun kaum 

dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan 

pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan 

kewajibannya terhadap Allah swt. 

2. Pilar amal jama’i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da’i yang 

berjuang dan berda’wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah swt. 

3. Membersihkan dan mengkikis akhlak yang buruk. 

4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Memberantas 

penyakit iri hati, rasa benci, dengki dari diri orang-orang di sekitar pada orang 

yang berkehidupan cukup, apalagi mewah. 

5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah swt berikan. Dapat mensucikan 

diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhalq mulia 

menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengkikis sifat 

bakhil (kikir) serta serakah. Hal tersebut akan memberikan ketenangan batin 

karena terbebas dari tuntutan Allah swt dan kewajiban kemasyarakatan. 

6. Untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem 

kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatan Wahidan 

(umat yang satu), Musawah ( persamaan derajat, dan kewajiban), Ukhuwah 

Islamiyah (Persaudaraan Islam), dan Takaful Ijti’ma (tanggungjawab bersama). 

7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. 

8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. 

Hal ni akan memperlancar tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang 

sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, 

damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, 

aman lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran 

akan hidupnya kembali bahaya komunisme (atheis) dan paham atau ajaran 
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yang sesat dan menyesatkan. Akhirnya sesuai dengan ja janji Allah swt, akan 

terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa rabbun ghafur.  

9. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi 

harta (social distribution), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam 

masyarakat. 

Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat (mustahiq), tertera 

dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu: 

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu   

memenuhi kebutuhan pokok hidup. 

2. Miskin,  mereka  yang  memiliki  harta  namun  tidak  cukup  untuk memenuhi 

kebutuhan dasar untuk hidup. 

3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. 

4. Mu‟alaf,  mereka  yang   baru  masuk  Islam   dan  membutuhkan bantuan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. 

5. Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. 

6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak 

sanggup untuk memenuhinya. 

7. Fisabilillah, mereka yang berjuang dijalan Allah, misal: dakwah, perang dan 

lainnya. 

8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.  

C. Jenis Zakat 

(Nurhayati & Wasilah, 2011) Dalam ilmu Fiqih, zakat dibagi menjadi 2 macam, 

yaitu: 

1. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang 

mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya 

Idul Fitri (Ali & Ali, 1995). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat id, 

namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan 
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puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat id. Zakat 

fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan 

ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan  yang 

berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur 

dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg (Mursyidi, 2003). 

2. Zakat Maal 

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh 

seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nisab dan 

telah dimiliki selama satu tahun, yang sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 267 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan 

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah 

Mahakaya, Maha Terpuji”. 

D. Objek Zakat Harta 

(Nurhayati & Wasilah, 2011), objek zakat harta meliputi: 

1. Zakat Binatang Ternak (Zakat An’am). 

2. Zakat Emas dan Perak. 

3. Zakat Pertanian (Zakat Zira’ah). 

4. Zakat Barang Temuan (Rikaz) dan Barang Tambang (Alma’adin) serta Hasil 

Laut. 

5. Zakat Perdagangan (Tijarah). 

6. Zakat Produksi Hewani. 

7. Zakat Investasi. 

8. Zakat Profesi dan Penghasilan. 

9. Zakat Atas Uang. 

10. Zakat Perusahaan/ Institusi. 
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Riyanti (2013) menyebutkan beberapa metode dalam menghitung zakat 

perniagaan khususnya perusahaan, berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh 

pihak lain, berikut : 

Tabel 2.1 

Metode Perhitungan Zakat Perusahaan 

Perumus Standar Tarif Zakat Basis Perhitungan 

T.E Gambling & R.A. 

Karim 

2,5% (Modal + laba bersih) x 

2,5% 

Yusuf Qardhawi 2,5% (Modal + laba bersih) + 

(keuntungan aktiva bersih 

x 10%) 

Bazis DKI 2,5% (Modal + laba bersih) + 

(keuntungan aktiva bersih 

x 10%) 

Syarikat Takaful 

Malaysia Sdn. Berhad 

2,5% Laba sebelum zakat dan 

Pajak 

Bank Muamalat 

Indonesa 

2,5% Laba sebelum pajak 

(PSAK) 

  Sumber : Riyanti (2013) 

Dalam penelitian ini zakat yang digunakan adalah zakat perusahaan/institusi. 

Zakatperusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil 

ijtihad para ahli fikih. Oleh karena itu , zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab 

fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan 

yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak 

ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. Para ulama 

kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena 

dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya 

berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan (Nurhayati & Wasilah, 2011).  

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar 1 zakat di Kuwait, tanggal 2 April 

1984 tentang zakat perusahaan sebagai berikut: 

 

Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut ini terpenuhi: 
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1. Kepemilikan dikuasi oleh muslim/muslimin. 

2. Bidang usaha hasur halal. 

3. Aset perusahaan dapat dinilai. 

4. Aset perusahaan dapat berkembang. 

5. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas. 

Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut: 

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut. 

2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut. 

3. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu. 

4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya 

kepada dewan direksi perusahaan. 

Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika 

memenuhi kondisi yang disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus 

menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukan kedalam anggaran 

tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk 

mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya (fatwa zakat 

kontemporer). 

Dari segi bahasa. Zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh 

suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas 

memberikan harta tertentu yang diajibkan Allah swt dalam jumlah dan 

perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan 

donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan kewajiban 

setiap muslim  yang harus dilaksanakan bukan  merupakan  hak  untuk memilih 

apakah kita bisa membayar atau tidak membayar zakat. Zakat memiliki aturan 

yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena 

zakat, cara perhitungan zakat dan aturan lainnya karena memiliki persyaratan dan 

aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang 

telah ditetapkan syariah (Nurhayati & Wasilah, 2011). 
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Zakat menurut Q.S At-Taubah (2): 60 artinya “Sesungguhnya zakat itu bagi 

orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), 

untuk   (memerdekakan)   hamba   sahaya,   untuk   (membebaskan)   orang   yang 

berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, 

sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. 

Allah swt berfirman dalam Q.S al-Taubah (9) : 103 : 

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) 

ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. 

Zakat merupakan komponen pengungkapan sosial laporan keuangan (Corporate 

Sosial Responsibility), artinya zakat merupakan salah satu konsep tanggung jawab 

sosial yang sangat melekat dalam kegiatan perusahaan syariah, dimana dalam 

menjalankan operasional perusahaan syariah tidak semata-mata hanya untuk 

mendapatkan keuntungan yang ditargetkan oleh manajemen dalam jangka pendek 

atau jangka panjang, akan tetapi semua aspek baik eksternal maupun internal 

perusahaan perlu diperhatiakan.  

Bank Umum Syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa 

keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan 

aturan Islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan 

keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut UU No. 17 Tahun 2000, tentang Pajak 

Penghasilan menyatakan bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun 

demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan 

kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebajikan apapun termasuk dalam 

mengeluarkan zakat. 
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2.5  ICSR  (Islamic Corporate Sosial Responsibility) 

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan sesuatu yang asing, 

karena hal ini sudah ada dan dipraktektekkan sejak abad yang lalu. Dalam Al-

Qur’an pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan.  

Al-Qur’an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan 

eonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. 

Sesuai dengan firman Allah swt yang artinya: 

“Dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menakar dan timbanglah dengan 

neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

(QS. Al-Isra, (17) :35) 

Perhatikan Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek 

moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

Islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral, kedua-

duanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.  

Adapun terhadap lingkungan alam sekitar, Allah swt berfirman yang bermaksud: 

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan 

kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah 

swt tidak menyukai kebinasaan.” (QS al-Baqarah, 2:205) 

Ayat ini menggambarkan secara nyata bagaimana Islam memberikan perhatian 

lebih untuk kelestarian alam sekitar. Segala usaha, baik bisnis atau bukan harus 

menjaga kelestarian alam sekitar selamanya. 

Pada sisi kebajikan sosial, Islam sangat menganjurkan derma kepada orang-orang 

yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui sadaqah dan 

pinjaman kebajikan (qard hasan). Allah swt berfirmn yang bermaksud: 

...dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang 

dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang 

berruntung. (QS. Al-Taqabun, (64) : 16).  
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Ayat ini pula menjelaskan tanggung jawab seorang Muslim untuk menolong 

sesamanya melalui sumbangan dan derma kebajikan serta segala sifat sangat 

dibenci dalam Islam. 

Adapun pinjaman kebajikan (qard hasan) dijelaskan dalam Al-Qur’an yang 

bermaksud: 

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah swt, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah swt), maka Allah swt akan melipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 

swt menyempitkan dan melapangkan (rizeki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan.” (QS. al-Baqarah, (2) : 245). 

Perbuatan memberikan pinjaman kebajikan selain memberi efek sosial, juga boleh 

mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda baik kepada individu maupun 

perusahaan. Hal ini disebabkan tanggung jawab sosial dalam jangka panjang 

menciptakan citra yang positif bagi individu dan perusahaan serta terbentuknya 

jaringan bisnis baru yang boleh menambahkan keuntungan. 

Rasullullah saw bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Salman bis Amir 

yang bermaksud: 

“Sedekah atas orang miskin itu adalah sedekah. Dan sedekah atas kaum kerabat 

mempunyai dua keuntungan, yaitu sedekah yang berpahala dan menghubungkan 

tali persaudaraan.” (HR. Tirmizi, Hadis No. 653) 

Berdasarkan beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung 

jawab sosial dan konsep keadilan telah lama dan dalam Islam, seiring dengan 

kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasullullah saw. Rasullullah saw 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan menciptakan keadilan berdasarkan 

petunjuk Al-Qur’an. Di samping itu, perbuatan Rasullullah saw dalam penerapan 

konsep tanggung jawab sosial dan keadilan dalam masyarakat, menjadi sumber 

rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah saw, ia berfungsi sebagai as-
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Sunnah Rasulullah. Kedua-dua konsep Al-Qur’an dan as-Sunnah berjalan dengan 

harmoni dan mencitpakan keadilan yang seutuhnya (Yasir. 2017) 

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam Al-Qur’an dan 

as-Sunnah harus dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum Muslimin dalam 

berbagai kegiatan termasuk dalam bisnis Islam (Yasir. 2017). 

Al-Qur’an selalu mengaitkan antara kekayaan bisnis dan pertumbuhan ekonomi 

sangat dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis (QS. Al-

Israa’, 17:35). Demikian juga terhadap alam sekitar, Al-Qur’an memberikan 

perhatian yang sangat serius bagi bisnis atau bukan bisnis untuk selalu 

memastikan kelestarian alam (QS.al-baqarah (2) :205). Pada aspek kebajikan, 

Islam sangat menganjurkan membantu orang-orang yang memerlukan dan kurang 

mampu dalam berusaha melalui sadaqah dan pinjaman kebajikan (qardhasan) 

(Yasir. 2017). 

Dari beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab 

sosial dan konsep keadilan telah lama wujud dalam Islam, seiring dengan 

kehadiran Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan menciptakan keadilan dalam masyarakat berdasarkan 

petunjuk Al-Qur’an. Sehingga segala amalan Rasullullah SAW dalam aplikasi 

konsep tanggung jawab sosial dan keadilan dalam masyarakat menjadi sumber 

rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasullullah SAW (Yasir. 2017). 

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam Al-Qur’an dan 

as-Sunnah wajib dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum muslimin dalam 

berbagai kegiatan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Semua aktivitas ekonomi 

baik bisnis maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukanlah suatu yang dapat 

dipisahkan dari konsep Al-Qur’an dan as-Sunnah (Yasir. 2017). 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah sebuah konsep CSR Islami 

yang dikembangkan dari CSR konvensional. Ajaran dalam Islam selama ini telah 

memiliki konsep amal/filantropi yang mana identik dengan konsep filantropi 

dalam konvensional. Hal ini terlihat dari ajaran untuk berzakat, berinfak, 
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bersedekah, memberi makan orang miskin, tidak berbuat kerusakan, serta 

memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap 

imbalan/qard (Yasir. 2017). Williams dan Zinkin (2010) dalam Sidik dan Reskino 

(2016) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ajaran Islam dengan CSR 

yang didengungkan dalam UN Global Compact (hak asasi manusia, tenaga kerja, 

lingkungan, dan anti korupsi), justru ajaran Islam lebih maju karena memiliki 

kodifikasi etik dan mekanisme yang jelas, jauh sebelum konsep CSR ada.  

2.6 Dewan Pengawas Syariah 

Menurut Bank Dunia (World Bank), pengertian good corporate governance 

(GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib 

dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk 

berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang 

berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara 

keseluruhan (Effendi.2016). 

A. Prinsip-prinsip Corporate Governance 

a. Prinsip Transparansi 

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia 

nomor11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang 

material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 

Menurut OECD (2004) konsep corporate governance harus menjamin adanya 

pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang 

berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai 

keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan 

(Effendi.2016). 

Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan 

disajikansesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga 

diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen 

atas laporan keuangan. Menurut Linan dalam Hastuti (2005) prinsip transparasi 
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meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus 

disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, 

penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. Sehingga para 

pengelola perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-

besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada 

mereka (Wibowo, 2009). 

b.  Prinsip Akuntabilitas 

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitasadalah 

kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga 

pengelolaannya berjalan secara efektif. Menurut OECD (2004) prinsip ini dapat 

dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan 

pertanggungjwaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat 

terlaksana secara efektif. Konsepsi corporate governance harus menjamin adanya 

pedoman stategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen 

perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap 

perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili 

kepentingan perusahaan dan pemegang saham Linan dalam Hastuti (2005) 

berpendapat bahwa prinsip akuntabilitas ini meliputi perngetian bahwa anggota 

Dewan Direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para 

pemegang saham, penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, 

dan adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. 

Dalam prakteknya perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankansesuai 

dengan prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas 

syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai 

dengan ketentuan syariah (Wibowo, 2009). 

c. Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility) 

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009,pertanggungjawaban 

adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sedangkan menurut 
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OECD (2004) responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam 

manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada 

perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka 

corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak 

stakeholders, seperti yang telah ditentukan dalam undangundang, dan mendorong 

kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam 

rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan 

kesinambungan usaha. 

d. Prinsip Profesional (professional) 

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, profesional adalah 

memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas daripengaruh/tekanan 

dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk 

mengembangkan bank syariah. Prinsip ini menekankan agar pengelolaan 

perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adnya 

tekanan atau pengaruh dari pihaklain sehingga conflict of interest dapat dihindari 

sejauh mungkin. Jadi sikapseluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang 

mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan 

stakeholders dan mampu mengambil keputusan secara obkektif (Effendi.2016).  

Menurut Luqman (2010) Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan 

cara: 

1. Penunjukan komisaris independen dan komite audit. 

2. Pengambilan keputusan manajemen yang objektif. 

3. Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat. 

4. Penerapan fungsi manajemen resiko. 

e. Kewajaran (fairness) 

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaranadalah 

keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholdersberdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Effendi.2016).  
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Menurut FCGI prinsip kewajaran ini meliputi, Perlakuan yang sama terhadap para 

pemegang saham, perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau kebijakan-

terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan 

keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak 

sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading).Prinsip ini 

diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi 

kepentingan minoritas; membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi 

terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-dealing, dan konflik kepentingan; 

menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, 

termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau 

pengungkapan penuh material apa pun, mengedepankan Equal Job 

Opportunity.Prinsip kewajaran menurut Linan dalam Hastuti (2005) diungkapkan 

dalam adanya perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham dan perlakuan 

yang sama bagi para pemegang saham. 

Konsep tentang GCG secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran agama-

agama yang ada. Prinsip-prinsip GCG ternyata selaras, khususnya dengan ajaran 

agama Islam. GCG sebenarnya adalah sebuah upaya perusahaan untuk mendekati 

garis orbit menuju pusat spiritual, seperti keterbukaan, bertanggung jawab, 

kepercayaan, keadilan, dan kepedulian sosial. Sikap kejujuran, bertanggung 

jawab, bisa dipercaya, dan diandalkan serta kepekaan terhadap lingkungan sosial 

itulah yang menjadi tujuan GCG. Jika dibandingkan dengan sikap Nabi 

Muhammad  saw pada 15 abad yang lalu, seperti honest (siddiq), accountable 

(amanah), cooperative (tablig), smart (fathonah), atau dengan kata lain jujur dan 

benar, bisa dipercaya, bertanggung jawab, memiliki kecerdasan, serta peduli 

terhadap lingkungan atau sosial (Effendi.2016).  

Perusahaan yang memperhatikan aspek spiritual dalam menjalankan aktivitas 

bisnis, dapat berkembang pesat sehingga menjadi sustainable company. 

Perusahaan yang termasuk kategori spiriual company ternyata menjadikan GCG 

sebagai pedoman dan nilai perusahaan (company value) yang selalu dijunjung 

tinggi (Effendi.2016). 
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B. Manfaat Good Corporate Governance 

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan apabila menjalankan aspek spiritual 

dalam bisnis adalah sebagai berikut(Effendi.2016): 

1. Perusahaan terhindar dari kecurangan (fraud) yang sangat merugikan berbagai 

pihak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. 

2. Produktivitas dan kinerja perusahaan menjadi meningkat karena karyawan 

dapat bekerja dengan tenang serta memiliki moto “kerja adalah ibadah”. 

3. Suasana kerja menjadi harmois karena terdapat sinergi yang bagus antara 

karyawan dan pimpinan perusahaan. 

4. Citra (image) positif perusahaan menjadi meningkat. 

5. Perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan 

(sustainable company). 

C. Corporate Governance pada Perbankan Syariah 

Seiring perkembangan industri perbankan syariah khususnya di Indonesia antara 

lain di tandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan 

bertambahnya sekmen pasar pelayanan perbankan syariah, maka penerapan Good 

Corporate Governance di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keharusan 

yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir 

tedepan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance tersebut. 

Dalam kerangka itulah IFSB (Islamic Finansial Service Board), sebuah Badan 

Penetapan Standar Internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang 

berpusat di Kuala Lumpur, pada tahun 2009 mengekspose draft Good Corporate 

Governance untuk Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan pedoman 

pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah di semua negara 

atau yang lebih dikenal dengan istilah Sharia Governance. 

Keharusan tampilnya bank syariah  sebagai pionir penegakan Good Corporate 

Governance dibanding konvesional menurut Algaoud dan Lewis karena 
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permasalahan governance dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda 

dengan bank konvesional yaitu : 

a. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah 

(shariah compliance) dalam menjalankan bisnisnya. Karena Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam governance structure 

perbankan syariah. 

b. Karena potensi terjadinya information asymmetry sangat tinggi bagi perbankan 

syariah maka permasalahan agency theory menjadi sangat relevan. Hal ini 

terkait  dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi 

penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan 

keterwakilan investment account holders dalam mekanisme Good Corporate 

Governance menjadi masalah strategi yang harus pula mendapat perhatian 

bank syariah. 

c. Dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan 

transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter 

yang inheren dalam praktik bisnid perbankan syariah. 

Konsep Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh IFSB (Islamic 

Financial Service Board) yang sering disebut dengan Sharia Governance sebagian 

besar memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan Good Corporate Governance 

konvensional. Perbedaan yang ada dalam Good Corporate Governance syariah 

dan konvensional hanya terletak pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada 

syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, 

kedisiplinan merupakan prinsip iniversal yang juga terdapat dalam aturan Good 

Corporate Governance konvensional. 

IFSB menjelaskan tentang definisi Sharia Governance sebagai berikut : 

Sistem Shari’ah Governance merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan dan 

organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat 

pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa 
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syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan 

syariah (Sunarwan, 2015). 

Struktur dan proses yang harus dilakukan agar pemenuhan syariah dalam sistem 

Shari’ah Governance terlaksana dengan baik dalam sebuah institusi menurut IFSB 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengeluaran pernyataan atau resolusi (fatwa) yang relevan 

Pernyataan atau resolusi syariah mengacu pada opini yang berkenaan dengan 

hukum yang menginggung isu-isu mengenai keuangan islam yang diberikan 

oleh dewan syariah yang telah diberikan mandat. Dewan syariah juga 

memastikan pelaksanaan pernyataan atau resolusi syariah terebut kepada 

institusi jasa keuangan syariah.  

b. Penyebaran informasi mengenai pernyataan atau resolusi (fatwa) yang telah 

diterbitkan kepada personil operasi Lembaga Keuangan Syariah untuk 

memantau kesesuaian terhadap fatwa pada setiap tingkat operasional dan 

transaksi sehari-hari. 

c. Adanya review/audit kepatuhan syariah internal, dimana berfungsi untuk 

memverifikasi kepatuhan syariah telah dilaksanakan secara maksimal, serta 

segala bentuk kejadian atas ketidakpatuhan akan dicatat dan dilaporkan sejauh 

dapat diatasi dan diperbaiki. 

d. Melakukan review/audit terhadap kepatuhan syariah setiap tahun yang 

berfungsi untuk verifikasi bahwa kepatuhan syariah internal telah dilakukan 

secara tepat dan temuan yang didapat sepatutnya dicatat oleh Dewan Pengawas 

Syariah. 

Ilustrasi mengenai sistem Shari’ah Governance di lembaga keuangan syariah dan 

perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional dilihat dari pihak yang 

menjalankan tata kelola, kontrol dan kepatuhannya adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

Perbedaan Corporate Governance Kovensional dan Syariah 
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Fungsi Konvensional Syariah 

Tata Kelola Dewan Direksi Dewan Syariah 

Kontrol Auditor Internal 

Auditor Eksternal 

Unit Review Syriah Internal 

Unit Review Syariah Eksternal 

Kepatuhan Unit Aturan dan 

Kepatuhan Keuangan 

Unit Kepatuhan Syariah Internal 

Sumber : Islamic Financial Services Board 2010 

Konsep shari’ah governance merupakan sistem tata kelola yang unik dan 

eksklusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan 

kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan. Elemen 

penting yang membedakannya dari tata kelola perusahaan pada umumnya adalah 

sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan 

Syariah, Unit Review Syariah Internal atau Eksternal dan Unit Kepatuhan Syariah 

Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seluruh aspek transaksi 

bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah (Sunarwan, 2015). 

D. Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance 

Dalam konteks bisnis syariah pelaksanaan Good Corporate Governance 

merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. 

Dengan menimbang kepentingan tersebut, maka konsep Good Corporate 

Governance syariah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Good 

Corporate Governance yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola 

bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas 

(accuntability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional) 

dan kewajaran (fairness). 
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Kemudian dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa dalam rangka menerapkan 

kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan 

dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance, 

perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (sharia compliance). 

Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dijelaskan dalam 

pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan Good Corporate 

Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah paling 

kurang harus diwujudkan dalam : 

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi. 

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang 

menjalankan pengendalian intern BUS. 

c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah. 

d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit inetern dan audit ekstern. 

e. Batas maksimum penyaluran dana dan 

f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Unit Usaha Syariah paling kurang 

harus diwujudkan dalam : 

a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direktur Unit Usaha Syariah. 

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. 

c. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh 

deposan inti dan 

d. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah 

Pada penelitian ini sharia governance hanya berfokus pada Dewan Pengawas 

Syariah (DPS). Dalam sistem sharia governance, Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

berkepentingan dalam proses supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini 

terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang 
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menawarkan produk dan layanan syariah. Keberadaan DPS dalam struktur 

organisasi perusahaan atau lembaga keuangan syariah menjadi suatu yang unik 

dalam sistem tata kelola perusahaan. Fungsi DPS di berbagai negara berbeda-

beda, namun secara umum meliputi tida aspek utama yaitu penasehatan, 

pengawasan, dan penelitian (Rama, 2015). 

a. Dewan Pengawas Syariah 

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic FinancialInstitutions 

(AAOFI) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi 

wewenang untuk melakukan supervisi/ pengawasan dan melihat secara dekat 

aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti 

aturan dan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia 

nomor 11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang 

bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan 

bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan 

kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. 

Anggota DPS diangkat melalui RUPS (Effendi.2016).  

Tugas anggota DPS adalah (Effendi.2016): 

1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. 

2. Memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank 

agarsesuai dengan prinsip syariah, diantaranya ; 

a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas 

pedomanoperasional dan produk yang dikeluarkan bank. 

b. Mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan 

fatwaDewan Syariah Nasional dan MUI. 

c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional dan MUI untuk produkbaru 

bank yang belum ada fatwanya. 

d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah 

terhadapmekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasabank. 
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e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan 

kerjabank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

3. Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya secara optimal Anggota DPS dilarang untuk mendapat 

keuntungan pribadi maupun memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, 

keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi asset bank selain dari fasilitas 

yang bisa ia dapatkan sesuai yang ditetapkan dalam RUPS. Selain itu anggota 

DPS juga dilarang menjadi DPS di seluruh perbankan syariah.  

DPS juga melakukan pengawasan terhadap laba yang harus didapat tanpa keluar 

dari prinsip-prinsip syariah. Dewan direksi tidak boleh melakukan transaksi yang 

mengadung riba didalamnya. Seperti yang telah diamati, hubungan prinsip syariah 

dan profit cukup kompatibel. Dewan direksi membentuk dewan pengawas syariah 

untuk membantu dalampengembangan produk finansial perbankan dan investasi 

tunggal yang tidak hanya untuk menjamin kebutuhan dari klien yang sangat 

menuntut dan semakin canggih, tetapi juga kompatibel dengan pelarangan bunga 

(Effendi.2016). 

2.7 Leverage  

Salah satu faktor penting dalam pendanaan adalah hutang. Pengertian hutang 

menurut Ima Gozali dan Anis Cariri (2003) adalah pengorbanan manfaat ekonomi 

masa mendatang yang timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk 

menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain dimasa mendatang 

sebagai akibat transaksi di masa lalu. 

Leverage digambarkan untuk melihat sejauh mana asset perusahaan di biayai oleh 

hutang, dibandingkan dengan modal sendiri (Wetson dan Copeland, 1992). 

Sedangkan menurut Kusumawati dan Sudento (2005), menggambarkan leverage 

sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan 

menggunakan ekuitas yang dimilikiny. Leverage dapat dipahami sebagai penaksir 

dari resiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya leverage yang semakin 
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besar menunjukkan resiko investasi yang besar pula. Perusahaan dengan rasio 

leverage yang rendah memiliki resiko leverage yang lebih kecil.  

Dengan tingginya rasio leverage menunjukkan bahwa perusahaan tidak solvable 

yang artinya total hutangnya lebih besar dibandingkan total assetnya. Karena 

leverage merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang disediakan 

oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang dengan 

keseluruhan aktiva suatu perusahaan. Apabila investor melihat sebuah perusahaan 

dengan asset yang tinggi namun dengan resiko leverage nya juga tinggi, maka 

akan berfikir dua kali untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, karena 

dikhawatirkan asset yang tinggi tersebut di dapat dari hutang yang akan 

meningkatkan resiko investasi apabila perusahaann tidak dapat melunasi 

kewajibannya tepat waktu (Harahap, 2016). 

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya 

apabila perusahaan dilikuidasi. Semakin tinggi rasio leverage maka resiko 

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya semakin tinggi. Hal 

ini menyebabkan perusahaan cenderung akan menampilkan kinerja perusahaan 

yang baik guna memberikan kepercayaan kepada kreditur akan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajibannya (Sumarson, 2013). 

Menurut Utari et al., (2014) rasio leverage diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Debt to Asset Ratio, yaitu total hutang dibagi total aset. 

2. Debt to Equity Ratio, yaitu total hutang dibagi total ekuitas. 

3. Long Term Debt to Equity Ratio, yaitu hutang jangka panjang dibagi ekuitas. 

4. Time Interest Earned Ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi bunga. 

5. Fixed Payment Convarage Ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak 

ditambah (pembayaran angsuran hutang ditambah dividen saham istimewa) 

kali (1/1-pajak). 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Berikut tabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian 

ini dan digunakan peneliti dalam menentukan variabel penelitian: 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Sidik dan 

Reskino 

(2016) 

Pengaruh 

Zakat dan 

ICSR 

terhadap 

Reputasi dan 

Kinerja  

Variabel Dependen: 

Reputaasi dan Kinerja 

 

Variabel Independen: 

Zakat dan ICSR 

Zakat memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan terhadap 

reputasi. 

ICSR memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan terhadap 

reputasi 

perusahaan. 

Zakat memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

ICSR hanya 

berhubungan 

positif, namun 

tidak memiliki 

pengaruh 

signifikan terhadap  

kinerja perusahaan. 

2. 

Rhamadhani, 

Rika Febby 

(2016) 

Pengaruh 

Zakat 

Terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

Variabel Dependen: 
Kinerja Perusahaan 

 

Variabel Independen: 

Zakat 

Zakat memiliki 

pengaruh 

signifikan terhadap  

kinerja perusahaan 

 

 

3. Indrayani 

dan Risna 

(2018) 

Pengaruh 

ICSR dan 

Sharia 

Governance 

Terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

Variabel Dependen: 

Kinerja Perusahaan 

 

Variabel Independen: 

ICSR dan Sharia 

Governance 

Secara parsial 

ICSR tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan 

pada Bank Umum 

Syariah yang 
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diukur dengan 

Return On Asset 

(ROA), tetapi 

memiliki hubungan 

yang positif. 

Secara parsial 

Sharia Governance 

dalam Rapat 

Dewan Pengawas 

Syariah 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

Kinerja Perusahaan 

pada Bank Umum 

Syariah yang 

diukur dengan 

Return On Asset 

(ROA) 

Secara simultan 

ICSR dan Sharia 

Governance 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan yang 

diukur dengan 

Return On Asset 

(ROA). 

 

4. Arieza, 

Refki. F., dan 

Nugraheni, 

Peni.  

(2017) 

Pengaruh 

Penerapan 

Good 

Governance 

Bisnis 

Syariah, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Dan 

Leverage 

Terhadap 

Kinerja 

Perbankan 

Syariah  

(Studi 

Komparasi 

Variabel Dependen: 

Kinerja Perbankan 

Syariah 

 

Variabel Independen: 

Pengaruh Penerapan 

Good Governance 

Bisnis Syariah, Ukuran 

Perusahaan, Dan 

Leverage 

1. Hasil pengujian 

hipotesis pertama 

menunjukkan 

bahwa Good 

Governance Bisnis 

Syariah 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan 

(Islamicity 

Financial 

Performance 

Index) pada 

perbankan syariah 

di Indonesia dan 

Malaysia  
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Pada 

Perbankan 

Syariah Di 

Indonesia 

Dan Malaysia 

Tahun 2012-

2015) 

 

2. Hasil pengujian 

hipotesis kedua 

menunjukkan 

bahwa ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

(Islamicity 

Financial 

Performance 

Index) pada 

perbankan syariah 

di Indonesia dan 

Malaysia  

3. Hasil pengujian 

hipotesis ketiga 

menunjukkan 

bahwa leverage 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

(Islamicity 

Financial 

Performance 

Index) pada 

perbankan syariah 

di Indonesia dan 

Malaysia  

4. Hasil pengujian 

hipotesis keempat 

menunjukkan 

bahwa Good 

Governance Bisnis 

Syariah 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

sosial (Social and 

Environmental 

Disclosure) pada 

perbankan syariah 

di Indonesia dan 

Malaysia  
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5. Hasil pengujian 

hipotesis kelima 

menunjukkan 

bahwa ukuran 

perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

sosial (Social and 

Environmental 

Disclosure) pada 

perbankan syariah 

di Indonesia dan 

Malaysia  

6. Hasil pengujian 

hipotesis keenam 

menunjukkan 

bahwa leverage 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

sosial (Social and 

Environmental 

Disclosure) pada 

perbankan syariah 

di Indonesia dan 

leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

sosial (Social and 

Environmental 

Disclosure) pada 

perbankan syariah 

di Malaysia  

7. Hasil pengujian 

hipotesis ketujuh 

menunjukkan 

bahwa tidak ada 

perbedaan 

signifikan dari 

pengaruh 

penerapan Good 

Governance Bisnis 

Syariah, ukuran 

perusahaan, dan 
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leverage terhadap 

kinerja 

keuangan(Islamicit

y Financial 

Performance 

Index) pada 

perbankan syariah 

di Indonesia dan 

Malaysia  

8. Hasil pengujian 

hipotesis kedelapan 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

perbedaan 

signifikan 

pengaruh 

penerapan Good 

Governance Bisnis 

Syariah, ukuran 

perusahaan, dan 

leverage terhadap 

kinerja sosial 

(Social and 

Environmental 

Disclosure) pada 

perbankan syariah 

di Indonesia dan 

Malaysia  

 

5. Ramadhan, 

Ricky Rizky  

(2017) 

Pengaruh 

Modal 

Intelektual, 

Tata Kelola 

Perusahaan 

dan Rasio 

Leverage 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

pada 

Perusahaan 

Perbankan 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Variabel Dependen: 

Kinerja Keuangan pada 

Perusahaan Perbankan  

 

Variabel Independen: 

Modal Intelektual, Tata 

Kelola Perusahaan dan 

Rasio Leverage 

Modal intelektual 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan.  

Ukuran dewan 

komisaris 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan.  

Dewan komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 
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Indonesia 

Tahun 2014-

2016.  

perusahaan.  

Rasio leverage 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan.  

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Secara sederhana, kerangka pemikirian dalam penelitian ini ditunjukkan dengan 

bagan sebagai berikut. Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan variabel 

independen Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah dan Leverage 

terhadap variabel dependen kinerja perusahaan. 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 
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2.10 Bangunan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Pelaporan Zakat terhadap Kinerja Perusahaan  

Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil 

ijtihad para ahli fikih. Oleh karena itu , zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab 

fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan 

yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak 

ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim (Nurhayati & 

Wasilah, 2011). 

Zakat dalam konsep Islam adalah suatu kewajiban bagi umat muslim baik 

individu maupun suatu entitas yang telah mencapai nishabnya. Sebagai suatu 

kewajiban yang berkaitan erat dengan unsur sosial, zakat mempunyai hikmah dan 

manfaat yang memberikan keberkahan baik bagi pemberi maupun penerima zakat. 

Pemberi zakat akan mendapat keberkahan karena adanya nilai tambah atau 

reputasi baik sehingga berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan atau 

profitabilitas perusahaan itu sendiri. Sedangkan pihak penerima akan merasa 

terbantu karena dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya zakat 

tersebut (Kurniawan & Suliyanto, 2013) dalam (Lestari, 2018). 

 

Kinerja perusahaan yang bisa diukur dengan ROA perusahaan merupakan hal 

penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan karena merupakan cerminan 

dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. 

Keterkaitan antara kinerja perusahaan dan zakat adalah bahwa dengan kinerja 

yang baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan 

ketentuan agama (Rhamadhani, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Sidik dan 

Reskino (2016), dan Amirah dan Raharjo (2014) menyatakan bahwa zakat 

memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan bank syariah di 

Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rhamdhani (2016) dan Lestari (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara zakat terhadap ROA pada bank umum syariah di Indonesia.  
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Sharia Enterprise Teory (SET) mendukung adanya pembayaran zakat oleh 

perbankan syariah karena memang pembayaran zakat tersebut merupakan bentuk 

kewajiban bagi muslim. Dan sesuai dengan Teori Stakeholder dalam pemenuhan 

keinginan para stakeholder yang berada dilingkup syariah pasti menginginkan 

aktivitas syariah seperti melakukan kewajiban yang dipercaya dalam mengelola 

sumber daya yang bersifat syariah dan melakukan praktik yang diperintahkan 

Allah SWT. Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

Keterkaitan antara kinerja perusahaan dengan zakat adalah bahwa dengan kinerja 

yang baik perusahaan atau bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai 

dengan ketentuan agama. 

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh zakat terhadap kinerja perusahaan 

telah dilakukan oleh Sidik dan Reskino (2016) dengan hasil zakat berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat dirumuskan hipotesis dari tujuan penelitian ini adalah: 

H1 : Pelaporan Zakat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

2.10.2 Pengaruh ICSR (Islamic Corporate Sosial Responsibility) terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah sebuah konsep CSR Islami 

yang dikembangkan dari CSR konvensional. Ajaran dalam Islam selama ini telah 

memiliki konsep amal/filantropi yang mana identik dengan konsep filantropi 

dalam konvensional. Hal ini terlihat dari ajaran untuk berzakat, berinfak, 

bersedekah, memberi makan orang miskin, tidak berbuat kerusakan, serta 

memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap 

imbalan/qard (Yasir. 2017). 

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam Al-Qur’an dan 

as-Sunnah wajib dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum muslimin dalam 

berbagai kegiatan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Semua aktivitas ekonomi 
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baik bisnis maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukanlah suatu yang dapat 

dipisahkan dari konsep Al-Qur’an dan as-Sunnah (Yasir. 2017). 

Kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat 

keberhasilan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Kinerja 

perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Dapat disimpulkan bahwa kinerja 

perusahaan merupakan hal yang penting harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perussahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya (Rhamadani, 2016). 

Dalam perbankan, pengukuran kinerja menggunakan indeks komposit yang secara 

kompleks mengukur bagaimana kinerja bank dilihat dari sektor keuangan maupun 

non keuangannya, seperti mengukur profitabilitas, kemampuan mengelola risiko, 

kemampuan menjaga modal, kualitas manajemen/tata kelola, dan sebagainya. Hal 

ini tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2007) dan 

OJK (2014). 

 

Keterkaitan antara kinerja perusahaan dengan ICSR adalah bahwa Penerapan CSR 

dipercaya mampu meningkatkan kinerja perusahaan, dimana investor cenderung 

menanamkan modal pada perusahaan yang melakukan aktivitas CSR. Karena bagi 

investor, perusahaan yang melakukan aktivitas CSR berpotensi dalam 

menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

melakukan aktivitas CSR, sehingga kedepannya perusahaan akan mampu 

meningkatkan kinerja perusahaannya. Perusahaan yang memiliki kinerja 

lingkungan (ICSR) yang baik maka akan direspon positif oleh para investor 

melalui fluktuasi harga saham yang semakin naik dari periode ke periode dan 

sebaliknya jika perusahaan memiliki kinerja lingkungan (ICSR) yang buruk maka 

akan muncul keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan 

direspon negatif dengan fluktuasi harga saham perusahaan di pasar yang semakin 

menurun dari tahun ke tahun. Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh 

ICSR terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan oleh Arifin (2016) dengan 
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hasilnya ICSR berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROE. Peneliti ini 

akan mereplika dan menguji kembali hasil penelitian tersebut dengan hipotesis: 

H2: ICSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

2.10.3 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Perusahaan 

IFSB menjelaskan tentang definisi sharia governance adalah seperangkat 

pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat 

memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah 

melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa 

dan rivew internal kepatuhan syariah (Effendi.2016). 

Konsep sharia governance merupakan sistem tata kelola yang unik dan ekskusif 

pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan 

syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan (Rama, 2014). 

Elemen penting yang membedakannya dari tata kelola perusahaan pada umumnya 

adalah sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk 

Dewan Syariah, Unit Review Syariah, Internal atau Eksternal, dan Unit 

Kepatuhan Syariah Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada 

seluruh aspek trasnsaksi bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah (Sunarwan, 

2015). 

Khusus bagi bank syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, harus memilki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen 

yang bertugas melakukan pengarahan (directing), pemberian konsultasi 

(consulting), melakukan evaluasi (evaluating), dan pengawasan (supervising) 

kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank 

syariah tersebut mematuhi (compliance) terhadap prinsip syariah sebagaimana 

telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam (Fuzi, 2016). 

Kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat 

keberhasilan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Kinerja 

perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan 
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keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Dapat disimpulkan bahwa kinerja 

perusahaan merupakan hal yang penting harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perussahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya (Rhamadani, 2016). 

Dalam perbankan, pengukuran kinerja menggunakan indeks komposit yang secara 

kompleks mengukur bagaimana kinerja bank dilihat dari sektor keuangan maupun 

non keuangannya, seperti mengukur profitabilitas, kemampuan mengelola risiko, 

kemampuan menjaga modal, kualitas manajemen/tata kelola, dan sebagainya. Hal 

ini tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2007) dan 

OJK (2014). 

Secara teoritis praktik good corporate governance dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan 

keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya good corporate 

governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. 

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh corporate governance dalam hal 

rapat Dewan Pengawas Syriah terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan oleh 

Sunarwan (2015) dengan hasilnya corporate governance dalam hal Rapat Dewan 

Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap ROA. Peneliti ini akan 

mereplika dan menguji kembali hasil penelitian tersebut dengan hipotesis: 

H3: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

2.10.4 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Perusahaan 

Salah satu unsur penting dalam unsur pendanaan adalah hutang (leverage).  Rasio 

ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun 

aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau 

pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). 

Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari 

utang. Rasio ini bisa juga dianggap bagian dari rasio Solvabilitas. Leverage dapat 
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dipahami sebagai penaksir dari risiko yang melekat pada suatu perusahaan. 

Artinya, leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin 

besar pula. Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah  memiliki risiko 

leverage yang lebih kecil (Harahap. 2016).  

Analisis Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Kasmir, 2012). Leverage adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Semakin tinggi rasio leverage maka resiko 

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya semakin tinggi. Hal 

ini menyebabkan perusahaan cenderung akan menampilkan kinerja perusahaan 

yang baik guna memberikan kepercayaan kepada kreditur akan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajibannya (Sumarson, 2013).  

Kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat 

keberhasilan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Kinerja 

perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Dapat disimpulkan bahwa kinerja 

perusahaan merupakan hal yang penting harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perussahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya (Rhamadani, 2016). 

Keterkaitan leverage dengan kinerja perusahaan. Semakin tinggi penggunaan risk 

(financial leverage) akan menghasilkan ROE yang tinggi pula. Karena dengan 

bertambahnya modal, profitabilitas akan meningkat pula. Begitupula jika debt to 

equiy ratio (DER) semakin tinggi, menunjukkan kepercayaan dari pihak luar yang 

juga ikut meningkat, hal ini sangat memungkinkan meningkatkan kinerja 

perusahaan, karena dengan modal yang lebih besar maka menimbulkan peluang 

untuk meningkatkan keuntungan. 

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh rasio leverage terhadap kinerja 

perusahaan telah dilakukan oleh Ramadhani (2017) dengan hasilnya Rasio 

leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peneliti 
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ini akan mereplika dan menguji kembali hasil penelitian tersebut dengan 

hipotesis: 

H4: Leverage berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 


